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ABSTRAK

Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Komunikasi merupakan hal penting sebagai upaya penanganan pandemi COVID-
19. Namun, krisis komunikasi selama pandemi dapat terjadi karena pemberian
informasi yang kurang tepat dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
bagaimana dinamika komunikasi kesehatan serta optimalisasi vaksinasi COVID-
19. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif
dengan sumber data yang berasal dari hasil kajian pustaka/literature review dari
berbagai sumber jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian pustaka dianalisis
dengan menggunakan Teori Komunikasi Krisis Situasional serta strategi
komunikasi kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia
lambat dalam menyampaikan komunikasi publik, yang menyebabkan masyarakat
abai dan tidak disiplin terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh
karena itu, komunikasi krisis yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal
tersebut. Selain itu, agar upaya penanganan pandemi COVID-19 dapat maksimal,
maka pemerintah melakukan strategi komunikasi kesehatan untuk mengusung
program vaksinasi yang diyakini dapat mencegah penularan dan penyebaran
COVID-19.

Kata kunci: COVID-19, dinamika komunikasi kesehatan, komunikasi krisis,
vaksinasi COVID-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has hit the whole world, including Indonesia.
Communication is important as an effort to deal with the COVID-19 pandemic.
However, a communication crisis during a pandemic can occur due to the provision
of inaccurate and fast information. This study aims to examine how the dynamics
of health communication and the optimization of COVID-19 vaccination are. The
research method used in this article is descriptive qualitative with data sources
derived from the results of literature reviews from various sources of relevant
national journals. The results of the literature review were analyzed using
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Situational Crisis Communication Theory and health communication strategies.
The results of the study show that the Government of Indonesia is slow in delivering
public communications, which causes the public to be ignorant and undisciplined
towards policies issued by the government. Therefore, -effective crisis
communication is needed to overcome this. So that efforts to handle the COVID-19
pandemic can be maximized, the government has implemented a health
communication strategy to carry out a vaccination program that is believed to be
able to prevent the transmission and spread of COVID-19.

Keywords: COVID-19, dynamics of health communication, crisis communication,
COVID-19 Vaccination

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan
sosial manusia. Komunikasi sebagai pembentuk kehidupan bersama manusia dalam
komunitas dan masyarakat (Liliweri, 2017). Komunikasi menjadi hal yang penting
dan dibutuhkan saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 melanda dunia sejak
akhir tahun 2019. Infeksi penyakit ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan,
provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019, sejak saat itu penyakit ini telah
menyebar luas ke seluruh dunia dan pada Maret 2020 World Health Organization
(WHO) mendeklarasikan penyakit ini sebagai pandemi (Ayuningtyas et al., 2020).
Pandemi COVID-19 saat ini di seluruh dunia memiliki dampak yang sangat besar
terhadap hampir di setiap aspek kehidupan manusia dan menjadi masalah publik di
setiap negara baik dari segi sosial, ekonomi, maupun dalam ranah politik.

Banyak negara yang mengalami kebingungan dalam mengambil sebuah
kebijakan di saat pandemi COVID-19. Setiap negara mencoba mengambil
kebijakan paling tepat untuk menghambat percepatan penyebaran virus Corona.
China sebagai negara pertama yang merupakan tempat terkonfirmasinya virus
SARS-Cov-2 khususnya di kota Wuhan melakukan lockdown/isolasi terhadap 11
juta populasi dengan pembatasan masuk dan keluar dari wilayah tersebut (Singhal,
2020). Negara-negara lain juga melakukan lockdown, atau kombinasi dari social
distancing/pembatasan sosial, quarantaine/karantina di rumah, dan isolasi kasus
individu yang terinfeksi maupun terpapar COVID-19 (Hasnain et al., 2020). Ada
beberapa negara yang mampu mengatasi pengurangan penyebaran COVID-19.
Pertama, yaitu Korea Selatan yang negaranya berhasil memitigasi awal pandemi

COVID-19 tanpa melakukan lockdown di wilayah manapun. Selain itu Korea
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Selatan juga melakukan langkah-langkah utamanya menggunakan pelacakan kasus
dengan metode drive-thru-clinics berkapasitas 100.000 tes perhari pada Maret
2020, dan total akumulasi tes yang dilakukan pada April 2020 sebanyak 518.743.
Serta melacak dan menemukan individu yang terpapar, mengkoordinasikan
penugasan kasus dengan fasilitas perawatan kesehatan, dan pemeriksaan klinik
secara selektif untuk pengunjung yang memasuki rumah sakit dengan wajib
menggunakan masker (Kang et al., 2020).

Kemudian ada Vietnam yang merupakan negara yang memiliki sedikit kasus
infeksi serta kematian COVID-19 di Asia Tenggara. Langkah-langkah yang
dilakukan Vietnam yaitu, (1) Komitmen politik yang kuat dan tindakan cepat
dengan keterlibatan para pemangku kepentingan, (2) Melakukan praktik
komunikasi resiko yang mengadopsi pendekatan kepada seluruh masyarakat dan
multisektoral dengan komunikasi yang tepat waktu, akurat, dan transparan melalui
berbagai saluran media yang paling umum hingga resmi serta terus mencermati
semua berita palsu dan misinformasi mengenai COVID-19, (3) Surveilans intensif,
manajemen kasus, pelacakan kontak, dan karantina kesehatan berskala besar untuk
semua kasus yang baru dikonfimasi COVID-19, dan (4) Serangkaian penangguhan
penerbangan, penutupan sekolah dan penutupan semua tempat umum (Duong et al.,
2020).

Upaya penanganan COVID-19 yang telah dilakukan beberapa negara diatas
pada dasarnya hampir semuanya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada
awalnya pemerintah Indonesia tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada
publik terkait pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia untuk menghindari
kepanikan masyarakat dan menghindari isu-isu yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya. Kebijakan yang tidak responsif serta keliru yang
dilakukan pemerintah tentu akan membahayakan jutaan rakyat Indonesia. Ketika
negara-negara lain mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown terhadap
negaranya, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan lain untuk berupaya
menarik wisatawan dan bisnis. Selain itu, para elite politik Indonesia banyak yang
memberikan narasi bernuansa meremehkan betapa berbahayanya virus Corona

dengan menganggap bahwa virus tersebut dapat dihalau dengan doa. Respon
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pemerintah sedikit berubah ketika ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada 2
Maret 2020 (Agustino, 2020).

Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sesuai
dengan surat edaran Keputusan Menteri Kesehatan No.
HK.01.07/MENKES/104/2020 adalah penetapan bahwa COVID-19 sebagai
penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya pada 4
Februari 2020. Kebijakan umum lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah
3M yaitu Mencuci tangan, Menggunakan masker, dan Menghindari keramaian
(termasuk didalamnya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di
rumah) atau yang disebut dengan social distancing demi mencegah penularan
COVID-19.

Seiring berjalannya waktu, virus corona mengalami mutasi genetik yang
memunculkan berbagai macam varian virus dari Alpha hingga Omicron. Sehingga
pemerintah diberbagai negara termasuk Indonesia mulai mencari solusi untuk
mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah
mengembangkan sejumlah program untuk menangani epidemi, khususnya di
bidang kesehatan. Salah satu upaya untuk menanggulangi wabah yang terjadi saat
ini adalah dengan program imunisasi nasional. Presiden menandatangani dan
menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Program Imunisasi untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19
(Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 Di Indonesia, 2020).

Vaksinasi bertujuan untuk menciptakan kekebalan pada masyarakat (herd
immunity). Vaksinasi juga diharapkan dapat mengurangi transmisi/penularan
COVID-19, menurunkan angka kesakitan, dan kematian akibat virus corona.
Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap
pertama, vaksin diperuntukkan untuk tenaga kesehaan; tahap kedua, sasaran
vaksinasi adalah petugas pelayanan publik; tahap ketiga, sasaran vaksinasi
dilakukan untuk masyarakat yang rentan terhadap kondisi geospasial, sosial, dan
ekonomi; dan pada tahap keempat, vaksin diperuntukkan bagi masyarakat dan
pelaku perekonomian dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin
(R. K. Dewi, 2021).
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Berdasarkan paparan diatas, maka dibutuhkan penerapan komunikasi yang
efektif dalam menangani krisis kesehatan yang sedang terjadi. Kurangnya
penerepan komunikasi krisis yang efektif dapat menimbulkan kurangnya
kepercayaan publik dan dapat memperlambat serta menghambat pemerintah dalam
proses penanganan krisis yang sedang terjadi. Komunikasi kesehatan adalah elemen
penting untuk pencegahan dan pengobatan; yang didalamnya terjadi pertukaran
pesan simbolik yang berkaitan dengan kesehatan pribadi, organisasi, dan
masyarakat. Kesehatan pribadi berhubungan dengan komunikasi dengan keluarga,
teman, dan penyedia klinis seperti dokter dan perawat. Aspek organisasi mencakup
hubungan yang dimiliki penyedia perawatan satu sama lain (Littlejohn, 2017). Oleh
karena itu, sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji dinamika komunikasi
kesehatan dalam upaya penanganan COVID-19 dan optimalisasi vaksinasi COVID-
19 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis
penelitian kajian pustaka atau literature review dari beberapa artikel terkait. Kajian
pustaka merupakan desain yang sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan dokumen yang ada. Tujuan akhir
dari literature review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan
dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya.

Literature yang digunakan berupa artikel ilmiah yang berasal dari jurnal-
jurnal nasional dalam database Google Scholar. Penggunaan kata kunci dalam
mencari literatur vyaitu: “komunikasi”, “dinamika komunikasi”, “komunikasi
kesehatan”, “komunikasi krisis”, “komunikasi publik”, “kebijakan pemerintah”,
“pandemi COVID-19”, dan “vaksinasi COVID-19”. Literatur yang digunakan
adalah literatur yang relevan dengan studi ini dan dipublikasikan. Penggunaan
kriteria inklusi dan eksklusi terhadap seluruh literatur merupakan metode
penyeleksian.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap enam artikel

jurnal yang diterbitkan antara tahun 2021-2022 mengenai dinamika komunikasi
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pada masa pandemi COVID-19 serta terkait vaksinasi COVID-19 yang diterbitkan
di beberapa jurnal nasional, seperti Restorica: Jurnal Ilmiah Illmu Administrasi
Negara dan Ilmu komunikasi; Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan
Sosial; Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam; Health Care: Jurnal
Kesehatan; Jurnal Riset Komunikasi; Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi.
Kemudian, pada jurnal-jurnal tersebut dilakukan analisis secara deskriptif untuk
pengolahan data agar mendapatkan pemahaman yang runtut dan sistematis.

Kajian teoritis menggunakan teori Situational Crisis Communication Theory
(SCCT) atau komunikasi krisis situasional oleh Timothy Coombs (Littlejohn, 2017)
dan strategi komunikasi kesehatan. Menggunakan SCCT ini maka peneliti dapat
menjabarkan bagaimana krisis mempengaruhi atribusi yang dibuat oleh berbagai
pemangku kepentingan. Dalam SCCT ada tiga kelompok pembagian dalam strategi
respon primer ini, antara lain menyangkal yang merupakan upaya agar Kkrisis yang
terjadi tersebut tidak ada kaitannya dengan sebuah organisasi, pengurangan yakni
melakukan upaya menurunkan persepsi stakeholders bahwa organisasi mempunyai
tanggung jawab yang rendah malah sebaliknya organisasi sangat bertanggung
jawab, dan terakhir membangun kembali yaitu upaya dalam menciptakan sebuah

citra positif melalui informasi positif tentang organisasi tersebut. (Hidayati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya penanganan COVID-19, cara berkomunikasi dan respon yang
dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Namun, ketika
pandemi COVID-19 mulai dirisaukan banyak negara di dunia yakni dari awal
Januari sampai bulan Februari 2020, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan
respons dan sikap antisipatif. Pemerintah Indonesia juga memiliki kelemahan
dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan
COVID-19 sehingga menimbulkan kebijakan silang yang memicu kerancuan di
masyarakat (Agustino, 2020). Selain itu, komunikasi publik yang tidak terencana
dengan baik akan mengakibatkan kepanikan dan ketidakpercayaan masyarakatnya.
Dalam mengantisipasi Pandemi COVID-19, seharusnya pemerintah perlu

menyampaikan kebijakan secara jelas dan transparan ke masyarakat.
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Dibutuhkannya komunikasi risiko yang efektif, secara umum, berarti bahwa
semua pesan risiko terkait dapat disajikan dan dibagikan kepada masyarakat dalam
proses komunikasi risiko secara terbuka dan tepat waktu, yang bertujuan untuk
memperbaiki kesenjangan pengetahuan antara pencetus informasi dan penerima
informasi, serta menyesuaikan perilaku publik untuk mengatasi risiko secara
proaktif (Zhang et al., 2020). Ketika pemerintah lambat dalam menyampaikan
komunikasi publik, masyarakat akan abai dan tidak mematuhi kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah.

Jika dilihat kembali dengan menggunakan teori SCCT dalam strategi respon
primer yaitu strategi penyangkalan, pemerintah Indonesia tidak terlalu ingin
memberikan informasi kepada publik terkait pandemi COVID-19 yang masuk ke
Indonesia untuk menghindari kepanikan masyarakat dan menghindari isu-isu yang
tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini sudah terlihat bahwa
pemerintah melakukan penyangkalan terhadap adanya COVID-19 yang sudah
mulai menyebar di negaranya.

Kemudian, masih dalam strategi respon primer, yaitu strategi pengurangan.
Pemerintah Indonesia kemudian memperkuat pandangan bahwa pemerintah
bertanggung jawab terhadap adanya krisis. Upaya yang dilakukan pemerintah
Indonesia yaitu mengeluarkan kebijakan pertama sesuai dengan surat edaran
Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 adalah
penetapan bahwa COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan
upaya penanggulangannya pada 4 Februari 2020. Kedua, deklarasi nasional situasi
darurat spesifik COVID-19 oleh kepala BNPB pada 28 Februari 2020. Pada 13
Maret 2020 dibentuklah regulasi penting pertama yang diberi nama Satgas Respon
Cepat terhadap COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) oleh
Presiden Indonesia (Djalante et al., 2020). Satgas COVID-19 sendiri bertugas untuk
menginformasikan kepada tenaga medis dan masyarakat umum tentang cara-cara
untuk mengurangi dampak dan kematian dari COVID-19. Informasi yang diberikan
termasuk protokol kesehatan, dan protokol-protokol lain yang menyangkut
penanganan COVID-19. Beberapa langkah tersebut adalah sosialisasi tentang

gerakan 3M (Mencuci tangan, Menggunakan masker, dan Menghindari keramaian),
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termasuk didalamnya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di
rumah atau yang disebut physical distancing/social distancing, sampai larangan
untuk mudik lebaran.

Selanjutnya dalam strategi respon primer, yaitu strategi pembangunan
kembali pemerintah Indonesia dalam upaya membangun kembali kepercayaan
publik pemerintah terus mencoba melakukan komunikasi publik yang ditangani
secara komprehensif, sistematis, serta searah kepada publik. Walaupun tidak
menutup suatu kemungkinan dalam proses penyampaian pesan sering terjadi
kesalahpahaman atau gangguan pada pesan yang lebih disering disebut dengan
hoax (S. A. E. Dewi, 2021).

Setelah strategi penyangkalan, strategi pengurangan dan strategi
pembangunan kembali jika dilihat dari SCCT oleh pemerintah Indonesia, maka
dibutuhkan pula strategi komunikasi kesehatan. Strategi komunikasi bukan hanya
untuk mengatasi hoax, tetapi untuk menghindari kepanikan massal yang dapat
berakibat lebih buruk dari pandemi itu (Komunikasi Kesehatan Berperan Penting
Di Masa Pandemi COVID-19, n.d.). Strategi komunikasi kesehatan juga merupakan
perpaduan antara perencanaan dan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh
organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari strategi komunikasi yang
dilaksanakan adalah untuk mengelola dan mengatasi masalah kesehatan, yaitu yang
berkaitan dengan krisis penyebaran COVID-19 (Paramasari & Nugroho, 2021).
Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah
diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia
(Saraswati & Sunarta, 2021). Indonesia telah memasuki tahapan penting dari
penanganan COVID-19, yaitu tahap vaksinasi. Vaksinasi diyakini dapat mencegah
penularan dan penyebaran COVID-19, yang nantinya menjadi penentu bagi
pemerintah dalam mengambil langkah selanjutnya. Ketidakpercayaan sebagian
warga negara terhadap vaksin COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi
juga terjadi di seluruh belahan dunia. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah
bersama (S. A. E. Dewi, 2021).

Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena

dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta
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membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19 (Saraswati & Sunarta,
2021). Vaksinasi dapat mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19. Hal
ini lantaran imunitas atau antibodi tubuh telah terbentuk untuk melawan COVID-
19. Keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan dari
tujuan kebijakan vaksinasi COVID-19. Namun kekhawatiran masyarakat akan
dampak vaksinasi COVID-19 merupakan gambaran krisis komunikasi di era
pandemi saat ini. Sehingga dasar dari komunikasi krisis adalah untuk merespon
sesegera mungkin setelah krisis terjadi, melalui transparansi informasi dan
kejujuran dengan stakeholders, baik yang terkena efek langsung maupun tidak
langsung (Hidayati, 2022). Komunikasi yang efektif juga harus bertujuan untuk
menjelaskan dengan hati-hati tingkat keefektifan vaksin, waktu yang dibutuhkan
untuk perlindungan (dengan berbagai dosis, jika diperlukan) dan pentingnya
cakupan seluruh populasi untuk mencapai kekebalan komunitas. Menanamkan
kepercayaan publik dalam tinjauan badan pengawas tentang keamanan dan
keefektifan vaksin akan menjadi penting (Alfreda, 2021). Dengan komunikasi yang
telah dijabarkan sebelumnya, diharapkan masyarakat nantinya mau mengikuti
program vaksinasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penderita yang
terpapar/meninggal karena COVID-19 (Helmi et al., 2021). Kebijakan vaksinasi
COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai pencapaian tujuan pemerintah dalam
menciptakan keteraturan serta ketertiban masyarakat dapat terwujud.

Pada akhirnya, sesuai dengan konsep komunikasi serta kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah maka sebuah komunikasi dan kebijakan diciptakan
untuk menyelesaikan masalah dengan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan
permasalahan baru seperti yang sedang terjadi saat ini yaitu pandemi COVID-19.
Setiap komunikasi serta kebijakan yang dilakukan pemerintah berisi aturan hingga
larangan yang diharapkan mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban pada
masyarakat dalam upaya penanganan serta optimalisasi program vaksinasi COVID-
19.

KESIMPULAN

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper KESMAS UMS Surakarta, 4 Juni 2022 m
ISSN 2656-5757



Pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang melanda seluruh dunia secara
tidak terduga. Oleh karena itu, upaya penanganan yang dilakukan untuk pandemi
ini adalah dengan melakukan komunikasi krisis dan komunikasi publik sebagai
sarana pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah
terlambat dalam hal pemberian informasi untuk masyarakat, maka Kkrisis
komunikasi dapat terjadi dan mempengaruhi pemahaman publik mengenai
COVID-19 yang mengakibatkan rendahnya tingkat disiplin dan kesadaran
masyarakat untuk mentaati himbauan serta kebijakan yang telah diberikan oleh
pemerintah. Teori krisis komunikasi situasional serta strategi komunikasi kesehatan
yang baik dapat membantu pemerintah untuk mengkaji dan menguraikan
bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
dalam upaya penanganan COVID-19. Dengan komunikasi yang baik serta
pemberian informasi secara terus-menerus, pemerintah juga dapat membangun
kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 agar ikut berpartisipasi
menyukseskan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah dalam
program vaksinasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena
dirasa mampu menjadi faktor penentu yang memungkinkan masyarakat untuk dapat
kembali ke rutinitas normalnya setelah pandemi berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas,
saran dan masukan dari peneliti yaitu dalam kaitannya dengan komunikasi krisis
dan komunikasi publik upaya penangan dan optimalisasi vaksinasi COVID-19
pemerintah harus melakukannya secara terintegrasi dan berkesinambungan sebagai
tindakan pencegahan selanjutnya dengan memberikan panduan mengenai langkah-
langkah yang perlu dilakukan untuk menanggulangi jika terpapar COVID-19.
Strategi komunikasi kesehatan pun harus tepat dan efektif dengan memperhatikan
unsur-unsur komunikasi agar komunikasi yang dijalankan dapat efektif dan tepat
sasaran, seperti: memilih dan memilah komunikator sebagai sumber pesan yang
tepat; pemilihan dan penggunaan pesan yang efektif; serta memilih media
komunikasi yang efektif. Kemudian dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19,
pemerintah perlu secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat

yang diharapkan akan terus menumbuhkan pandangan positif masyarakat untuk
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melakukan vaksinasi. Selain itu, pemerintah harus selalu terbuka terhadap

masyarakat atas segala informasi yang dimiliki.
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